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PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN  

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER 

 

 

I. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) 

telah memberi kesempatan kepada Fakultas Kedokteran yang 

memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Dokter Layanan 

Primer (Program DLP). Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) 

UU Dikdok, Program DLP termasuk dalam jenis Pendidikan Profesi yang 

merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program 

internsip sehingga setara dengan program dokter spesialis. Di dalam 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), lulusan Program DLP 

setara dengan jenjang 8 (delapan). 

 

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2013 Tentang 

Pendidikan Kedokteran, Program DLP bertujuan untuk menghasilkan 

dokter yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan 

kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat 

pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali 

biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistem jaminan 

kesehatan nasional. 

 

Memenuhi perintah Pasal 7 ayat (9) UU Dikdok, telah diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013. Di dalam Pasal 25 

ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa Program DLP 

dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar 

kompetensi DLP sebagaimana telah diatur dalam Permenristekdikti No. 

18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. 

 

Selanjutnya, untuk memenuhi perintah Pasal 26 Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2017, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter 
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Layanan Primer. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Permendikbud tersebut 

ditentukan bahwa Program DLP tersebut diselenggarakan melalui 

pembukaan program studi kedokteran layanan primer.  

 

Frasa program studi kedokteran layanan primer di dalam 

Permendikbud No. 1 Tahun 2020 dinyatakan tanpa huruf kapital, hal 

ini berarti frasa tersebut merupakan nama generik atau umum, 

sehingga digunakan nama diri program studi, yaitu Program Studi 

Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Program Studi KKLP).  Uraian di 

dalam Bab selanjutnya, akan digunakan frasa Program Studi KKLP. 

 

Adapun standar pendidikan dan standar kompetensi DLP bagi Program 

Studi KKLP sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 52 Tahun 2017, telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) 

Permendikbud No. 1 Tahun 2020, yaitu standar pendidikan dan standar 

kompetensi DLP yang mengacu pada standar pendidikan profesi dokter 

spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang disahkan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia. 

 

Oleh karena itu, persyaratan, dokumen, serta prosedur pembukaan 

Program Studi Kedokteran Layanan Primer disusun untuk memenuhi 

ketentuan di dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Program Dokter Layanan Primer. 

 

b. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SN-PK) 

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti 

SN-PK). Menurut Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti SN-PK tersebut, SN-

PK adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan 

bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   

 

Selanjutnya, Pasal 3 Permenristekdikti SN-PK menentukan bahwa: 

“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas: 

a. standar pendidikan akademik; dan  
b. standar pendidikan profesi.” 

 

Adapun Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti SN-PK mengatur sebagai 

berikut: 

“Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b terdiri atas:  

a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan  

b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, 

program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan 

program dokter gigi subspesialis.” 

 

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permendikbud No. 1 

Tahun 2020 standar pendidikan profesi untuk Program Studi KKLP 
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merupakan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu 

pada standar pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga 

layanan primer yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.  

 

c. Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer 

Proposal pembukaan Program Studi KKLP harus memuat pemenuhan 

semua persyaratan, dokumen, dengan mengikuti prosedur 

sebagaimana diuraikan di dalam Bab II buku ini.  

 

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) 

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter Layanan 

Primer, penyelenggaraaan Program DLP yang melalui Program Studi 

KKLP harus atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum 

akreditasi. Adapun persyaratan dan prosedur pembukaan Program 

Studi KKLP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen 

Dikti).  

 

Pada dasarnya Dirjen Dikti akan mengevaluasi kelengkapan 

persyaratan, dokumen, dan pemenuhan prosedur untuk memenuhi 

syarat minimum akreditasi Program Studi KKLP yang akan dibuka. 

Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum 

akreditasi pembukaan Program Studi KKLP tersebut akan dilakukan 

oleh tim yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud). Apabila persyaratan minimum akreditasi 

untuk pembukaan Program Studi KKLP telah dipenuhi, maka 

Kemdikbud akan menerbitkan izin pembukaan Program Studi KKLP 

tersebut. 

 

Menurut Pasal 9 ayat (2) Permendikbud No. 1 Tahun 2020, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat menugaskan pemimpin 

perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program DLP melalui 

pembukaan Program Studi KKLP. 

 

Sedangkan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebelum 

pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan pembukaan 

program studi KKLP, pemimpin perguruan tinggi harus mengirimkan 

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan 

Program Studi KKLP yang telah diisi dan dilengkapi dengan lampiran 

kepada LAM-PTKes, untuk memperoleh peringkat akreditasi Baik pada 

Program Studi KKLP yang akan dibuka.  

 

 

II. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga 

Layanan Primer 

a. Persyaratan dan Dokumen 

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi KKLP terdiri atas:  
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No. Persyaratan Pembukaan 
Program Studi KKLP 

Dokumen 

1.  Pemimpin Perguruan Tinggi yang 
memiliki Fakultas Kedokteran 

dengan Program Studi Profesi Dokter 
dengan peringkat akreditasi A atau 
Unggul, mengajukan surat 

permohonan pembukaan Program 
Studi KKLP kepada Mendikbud.  

• Scan asli surat permohonan pemimpin 
Perguruan Tinggi tentang pembukaan 

Program Studi KKLP. 

2.  Memiliki pertimbangan tertulis senat 
perguruan tinggi tentang pembukaan 
Program Studi KKLP yang akan 

diusulkan. 

• Scan asli surat pertimbangan senat 
perguruan tinggi tentang pembukaan 

Program Studi KKLP yang akan 
diusulkan. 

3.  Memiliki persetujuan tertulis Badan 
Penyelenggara tentang Program Studi 
KKLP yang akan diusulkan (khusus 

PTS). 

• Scan asli surat persetujuan tertulis 
Badan Penyelenggara tentang Program 

Studi KKLP yang akan diusulkan 
(khusus PTS). 

4.  Telah memiliki (khusus PTS):  
a) Akta notaris tentang pendirian 

Badan Penyelenggara beserta 

semua perubahannya (jika 
pernah dilakukan perubahan); 

b) Surat Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM tentang pengesahan 
Badan Penyelenggara sebagai 

badan hukum; dan  
c) Surat keputusan izin pendirian 

PTS; 

• Scan asli akta notaris pendirian Badan 
Penyelenggara beserta semua 

perubahannya (jika pernah dilakukan 
perubahan; 

• Scan asli Surat Keputusan 
Menkumham tentang pengesahan 
Badan Penyelenggara sebagai badan 

hukum; dan 

• Scan asli Surat Keputusan 
Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti 
tentang izin pendirian PTS; 

5.  Memiliki program studi profesi dokter 
dengan peringkat akreditasi A atau 
Unggul; 

• Scan asli sertifikat akreditasi program 
studi profesi dokter dengan peringkat 

akreditasi A atau Unggul; 

6.  Memperoleh Rekomendasi tertulis 

dari Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa 
berlaku rekomendasi paling lama 1 

tahun sejak rekomendasi diterbitkan) 
yang memuat:  

a) Rekam jejak (termasuk legalitas) 
Badan Penyelenggara (khusus 
PTS); 

b) Rekam jejak PT penyelenggara 
pendidikan profesi dokter (khusus 
PTS); dan 

c) Tingkat keberlanjutan program 
studi KKLP yang diusulkan. 

• Scan asli Rekomendasi tertulis dari 
LLDIKTI setempat 

7.  Keberadaan rumah sakit pendidikan 
dan wahana pendidikan DLP: 

a) Memiliki rumah sakit pendidikan 
dan/atau wahana pendidikan 
DLP; atau 

b) Memiliki perjanjian kerja sama 
antara perguruan tinggi dengan 
rumah sakit pendidikan dan 

wahana pendidikan DLP; 

 
 

• Scan asli bukti kepemilikan rumah 
sakit dan/atau wahana pendidikan 

DLP; atau 

• Scan asli perjanjian kerja sama antara 
perguruan tinggi dengan rumah sakit 
pendidikan dan wahana pendidikan 
DLP. 
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No. Persyaratan Pembukaan 
Program Studi KKLP 

Dokumen 

8.  Memenuhi persyaratan minimum 
akreditasi Program Studi KKLP 

sesuai Standar Nasional Pendidikan 
Kedokteran, yang dibuktikan melalui 
pengisian formulir Instrumen 

Pemenuhan Syarat Mininum 
Akreditasi Program Studi KKLP; 

• Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat 
Mininum Akreditasi Program Studi 

KKLP beserta semua Lampirannya. 

9.  Kurikulum disusun berdasarkan 
capaian pembelajaran sesuai Standar 
Nasional Pendidikan Kedokteran; 

 

• Kriteria kurikulum yang meliputi paling 
sedikit:  

a) Keunikan/keunggulan program 
studi; 

b) Profil lulusan; 

c) Capaian pembelajaran lulusan; 
d) Struktur mata kuliah yang berisi 

daftar mata kuliah per semester 
beserta beban sks; 

e) RPS dari mata kuliah program studi 

sebanyak 5 (lima) mata kuliah; 

10.  Dosen tetap minimal 5 (lima) orang 

yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a) Warga Negara Indonesia; 

b) Memiliki kualifikasi akademik: 
1) Lulusan Dokter Layanan 

Primer atau dokter spesialis 
KKLP dengan pengalaman 
kerja paling sedikit 5 (lima) 

tahun;  
2) Dokter spesialis;  

3) Dokter sub spesialis; atau 
4) Dokter yang berkualifikasi 

setara dengan jenjang 9 

(sembilan) KKNI; 
 

c) Dalam hal calon dosen belum 
memiliki NIDN, maka berusia 

paling tinggi 58 (lima puluh 
delapan) tahun pada saat 

program studi KKLP yang 
diusulkan memperoleh izin;  

d) Dalam hal dosen telah memiliki 

NIDN pada program studi lain di 
perguruan tinggi pengusul, maka: 

1) jika belum memiliki jabatan 
fungsional profesor, berusia 
paling tinggi 65 tahun pada 

saat program studi KKLP yang 
diusulkan memperoleh izin; 
atau  

2) jika telah memiliki jabatan 
fungsional profesor, berusia 

paling tinggi 70 tahun pada 

 

• Scan asli KTP  

• Scan asli Daftar riwayat hidup 

• Scan asli ijazah dan transkrip semua 
program pendidikan yang pernah 
ditempuh. 

• Scan asli Surat Keputusan penyetaraan 
ijazah bagi calon dosen tetap lulusan 
luar negeri, dari Kementerian yang 

menangani pendidikan tinggi. 

• Scan asli sertifikat profesi/ijazah 
sebagai spesialis/sub spesialis. 

• Scan asli surat keputusan Menteri 
tentang rekognisi pembelajaran 
lampau; 

 

• Scan asli SK jabatan akademik/ 
fungsional yang mutakhir yang 
diterbikan oleh Kementerian;  

• Scan asli Surat tugas dari Pemimpin 
Perguruan Tinggi; 
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No. Persyaratan Pembukaan 
Program Studi KKLP 

Dokumen 

saat program studi KKLP yang 
diusulkan memperoleh izin; 

dan  
 

nisbah dosen dan mahasiswa 

pada program studi yang 

ditinggalkan harus dipertahankan 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-

undangan; 

e) Untuk usul pembukaan program 
studi KKLP pada Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN):  
1) Telah menandatangani surat 

perjanjian kesediaan 

pengusulan sebagai ASN 
dengan pemimpin PTN; atau 

2) Telah diangkat sebagai Dosen 
tetap Pegawai Negeri Sipil 
(PNS); atau 

3) Telah diangkat sebagai Dosen 
tetap dengan perjanjian kerja 

(Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja);  

f) Untuk usul pembukaan program 

studi KKLP pada Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS): 
1) Telah menandatangani surat 

perjanjian kesediaan 
pengangkatan sebagai dosen 

tetap dengan Badan 
Penyelenggara; atau 

2) Telah diangkat sebagai Dosen 

tetap Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang dipekerjakan di 
PTS pengusul; atau 

3) Telah diangkat sebagai Dosen 
tetap Badan Penyelenggara; 

g) Bersedia bekerja penuh waktu 
sebagai dosen tetap selama 37,5 
(tiga puluh tujuh setengah) jam 

per minggu. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

• Scan asli surat perjanjian kesediaan 
pengusulan sebagai ASN; 

 

 

• Scan asli SK PNS/P3K; 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Scan asli surat perjanjian kesediaan 
pengangkatan sebagai dosen tetap 
dengan Badan Penyelenggara; 

• Scan asli SK PNS; 

• Scan asli SK pengangkatan sebagai 
dosen tetap di PTS dari Badan 
Penyelenggara; 

 

 
 

 

• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan 
calon dosen tetap untuk bekerja penuh 
waktu berdasarkan EWMP; 

11.  Tenaga Kependidikan paling sedikit 

berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 
kualifikasi: 
a) Paling rendah berijazah Diploma 

Tiga;  
b) Berusia paling tinggi 56 (lima 

puluh enam) tahun; dan 
c) Bersedia bekerja penuh waktu 

selama 37,5 (tiga puluh tujuh 

koma lima) jam per minggu. 

 

 
 

• Scan asli ijazah calon tenaga 
kependidikan;  
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No. Persyaratan Pembukaan 
Program Studi KKLP 

Dokumen 

12.  Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) 
dosen berbanding 3 (tiga) mahasiswa; 

 

• Diisikan pada Formulir Instrumen 
Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi 
Program Studi KKLP. 

13.  Program DLP dikelola oleh unit 

pengelola program studi dengan 
organisasi sebagai berikut: 
a) pada perguruan tinggi negeri 

disusun berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
atau 

b) pada perguruan tinggi swasta 
disusun dan ditetapkan oleh 

badan penyelenggara; 
 

14.  Memiliki sarana dan prasarana 
sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan Kedokteran. 

 

 

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut: 

1. Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 8, dan angka 10 

merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan 

tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui. 

2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program 

Studi KKLP, dibuat dalam pdf yang telah diisi dan ditandatangani 

oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen pdf harus dapat dibaca 

dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat diunduh atau tidak terbaca 

dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. 

3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh 

melalui menu Panduan pada laman 

http://silemkerma.kemdikbud.go.id. 

4. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan 

di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program 

Studi KKLP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin 

Perguruan Tinggi.  

5. Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada 

saat evaluasi lapangan, termasuk namun tidak terbatas pada akta 

notaris pendirian Badan Penyelenggara, rancangan organisasi dan 

tata kerja.  

 

b. Prosedur  

Pembukaan program studi KKLP merupakan penambahan jumlah 
program studi pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik yang telah 

memiliki Fakultas Kedokteran dengan Program Studi Profesi Dokter 
dengan peringkat akreditasi A atau Unggul. 

 

Usul pembukaan program studi KKLP memuat pemenuhan semua 

persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam huruf b di atas ini. 

http://silemkerma.kemdikbud.go.id/
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Sedangkan prosedur pembukaan program studi KKLP pada Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

1. Prosedur Umum 

a) Tahap Kesatu 

Pemimpin Perguruan Tinggi memohon rekomendasi kepada 

LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan 

melampirkan dokumen: 

1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua 
perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus 
PTS); 

2) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang 
pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, 

misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan 
(khusus PTS); 

3) Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti 

tentang izin pendirian PTS beserta perubahannya (jika 
pernah melakukan perubahan); 

4) Surat Keputusan tentang izin pembukaan program studi 

profesi dokter; 
5) Surat Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus 

PTS);  
6) Sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan 

peringkat akreditasi A atau Unggul; dan 

7) Surat Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi. 
b) Tahap Kedua 

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua 

dokumen pada Tahap Kesatu.  

Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi, 

maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan 

dokumen kepada instansi yang terkait. 

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada Lampiran 6. 

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila: 

1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal 
dilakukan perbaikan dokumen), dan 

2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua 
dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi. 

c) Tahap Ketiga 

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi: 

1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun 
ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui 
http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan 

surat permohonan akun; 
2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi 

dokumen usulan akun; dan 
3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan 

Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila 

disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses 
ke tahap keempat.  

d) Tahap Keempat 

Perguruan tinggi mengikuti prosedur khusus di bawah ini. 

http://silemkerma.kemdikbud.go.id/
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2. Prosedur Khusus 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Perguruan Tinggi Negeri XYZ 
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia 

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id 
 

Nomor :  7/PT../../20..   

Hal  : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Kedokteran 
Layanan Primer pada Universitas …………… 

Lampiran : ... (...) dokumen 

 
 

Kepada yang terhormat, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Pintu I Senayan 

Jakarta 
 

 
Dengan hormat, 
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor Universitas ............................ 

mengusulkan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer 
pada Universitas ...................... 
 

Bersama ini kami sampaikan ….. (………………….) dokumen sebagai berikut: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................. 
6. dst 

 

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih. 

 

kota, ..................... 20... 
Rektor, 

 

 
 

............................... 
 
 

 

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Kedokteran 

Layanan Primer 

 

a. Surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga 

Layanan Primer pada Perguruan Tinggi Negeri 
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b. Surat permohonan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga 

Layanan Primer pada Perguruan Tinggi Swasta 

 

 

 

 

 

BADAN PENYELENGGARA 

Perguruan Tinggi Swasta XYZ 
Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia 

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id 
 

Nomor :  7/PT../../20..   
Hal  :  Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Kedokteran 

Layanan Primer pada Universitas ………………….. 

Lampiran  :  ... (...) dokumen 
 
 

Kepada yang terhormat, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  

Jl. Pintu I Senayan 
Jakarta 
 

 
 

Dengan hormat, 
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor Universitas ............................ 
mengusulkan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer 

pada Universitas ...................... 
 
Bersama ini kami sampaikan ….. (………………….) dokumen sebagai berikut: 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................. 

6. dst 
 
Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih. 

 

Semarang, ..................... 20... 

Rektor, 
 

 

 
............................... 
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c. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga 

Layanan Primer dari Senat Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senat  

Perguruan Tinggi XYZ 
Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia 

Telepon: 020 – 54453 (hunting)  Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id 
 

Nomor : ../SU/.../20...   
Hal  :   Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan 

Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer 
Lampiran  :  ………. 
 

Kepada yang terhormat, 
Rektor Universitas .................. 

Di tempat. 
 
Dengan hormat, 

 
Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi 
Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas  ......., melalui surat ini 

Senat Universitas ...... dalam Rapat Pleno tanggal .......................... telah 
mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi 

pembukaan program studi pada Universitas ..................... 

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan 
Program Studi tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. 

 

Kalasan, .... Desember 20... 
Ketua, 
 

 
 
Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM 
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d. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara 
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e. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan 

Penyelenggara 

 

 

 

Contoh Keputusan Menkumham  

Tentang Pengesahan Yayasan 

Contoh Berita Negara  

Tentang Pengesahan Yayasan 

  

  
Contoh Keputusan Menkumham  

Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 

Contoh Keputusan Menkumham 

Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2 
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f. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya 

 

No Masalah Badan Penyelenggara PTS Penyelesaian 

1.  Nama Badan Penyelenggara yang 
tercantum pada SK Pendirian/ 
Perubahan PTS berbeda dengan nama 

Badan Penyelenggara Pengusul, karena 
telah didirikan Badan Penyelenggara 

baru oleh Pengusul  
Mengusulkan Perubahan nama Badan 
Penyelenggara sebagaimana tercantum 
pada SK Pendirian/ Perubahan PTS 

sesuai dengan nama Badan 
Penyelenggara yang baru kepada Dirjen 

Dikti. 

2.  Nama Badan Penyelenggara yang 
tercantum pada SK Pendirian/ 

Perubahan PTS berbeda dengan nama 
Badan Penyelenggara Pengusul, karena 

telah dilakukan perubahan nama Badan 
Penyelenggara oleh Pengusul.  

3.  Nama Badan Penyelenggara pada SK 
Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan 

nama Badan Penyelenggara pengusul, 
namun Badan Penyelenggara tersebut 

didirikan dan disahkan sebagai Badan 
Hukum dengan nama yang sama setelah 
SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit 

Mengusulkan kepada Dirjen Dikti 

tentang penetapan kembali Badan 
Penyelenggara yang telah berstatus 

badan hukum sebagai badan 
penyelenggara PTS sejak PTS tersebut 
didirikan.  

4.  SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang 
sehingga tidak dapat diketahui kronologi 
Badan Penyelenggara PTS tersebut 

5.  Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum 

Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah 
namun ada kekeliruan penulisan pada 

SK Pendirian/ Perubahan PTS 

Mengusulkan kepada Dirjen Dikti 

tentang pembetulan nama Badan 
Penyelenggara sebagaimana tercantum 

pada SK Pendirian/ Perubahan PTS 
sesuai dengan nama Badan 
Penyelenggara sebagaimana tercantum 

dalam SK Kemenkumham tentang 
pengesahan Badan Penyelenggara 
sebagai badan hukum. 

6.  SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak 
menyebutkan nama Badan 

Penyelenggara PTS 

Mengusulkan penetapan kepada Dirjen 
Dikti tentang pencantuman nama Badan 

Penyelenggara dalam SK Pendirian/ 
Perubahan PTS. 
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g. Rekomendasi LLDIKTI 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nomor  : 

Lampiran : - 

Perihal  : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer 

              Pada Universitas .... 

               …, …… 2020 

 

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung D Jl. Pintu I Senayan 

Jakarta 

 

Memenuhi permintaan Rektor ........, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Program Dokter Layanan Primer, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan 

informasi yang kami miliki tentang: 

 

• rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS); 

• rekam jejak perguruan tinggi dan program studi pendidikan profesi dokter (khusus PTS); dan 

• tingkat keberlanjutan program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer yang diusulkan. 

 

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi 

Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas ............, sebagaimana diajukan Rektor 

………… 

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. 

 

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

 

     Kepala, 

 

 

 

     …………………………………………………….. 

     NIP. 

Tembusan: 

Rektor ........ 

 

*) Pilih salah satu 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH …. 

Jalan……………….. No…. Kota……………………. 
Telepon……………………………………………….. 

Laman: ……………………………….. Email: ………………………… 




